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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

  

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang 

Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana 

Penyuluhan Kehutanan; 

  b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 

P.35/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan 

Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2013 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 

P.35/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan 

Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan telah 

ditetapkan pedoman pemanfaatan sarana dan prasarana 

penyuluhan kehutanan; 

 c.  bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
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Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berdampak pada 

perubahan nomenklatur dan perubahan kebijakan 

penyuluhan kehutanan; 

 d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan 

Prasarana Penyuluhan Kehutanan; 

 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3419); 

 2.  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4412); 

3.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem 

Penyuluhan Kehutanan, Perikanan dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4660); 

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan 

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018); 

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 17); 

6.  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

713);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN SARANA 

DAN PRASARANA PENYULUHAN KEHUTANAN. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 

1. Sarana adalah barang atau benda bergerak yang 

dimanfaatkan oleh penyuluh kehutanan sebagai alat 

dalam menunjang kegiatan operasional penyuluhan 

kehutanan.  

2. Prasarana adalah barang atau benda tidak bergerak yang 

dimanfaatkan oleh penyuluh kehutanan sebagai alat 

dalam menunjang kegiatan operasional penyuluhan 

kehutanan. 

3. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku 

utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu 

menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam 

mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan 

sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk 

meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, 

pendapatan, dan kesejahteraannya serta meningkatkan 

kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

4. Penyuluh Kehutanan Baik Penyuluh Kehutanan Pegawai 

Negeri Sipil, Penyuluh Kehutanan Swasta, maupun 

Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat, yang 

selanjutnya disebut Penyuluh adalah perorangan warga 

negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan 

kehutanan.  
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5. Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil yang 

selanjutnya disebut Penyuluh PNS adalah pegawai yang 

diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara 

penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan 

kegiatan penyuluhan kehutanan. 

6. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat yang 

selanjutnya disingkat PKSM adalah pelaku utama yang 

berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya 

yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu 

menjadi penyuluh kehutanan. 

7. Penyuluh Kehutanan Swasta yang selanjutnya disingkat 

PKS adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha 

dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam 

bidang penyuluhan kehutanan. 

8. Unit Percontohan adalah suatu lokasi yang ditetapkan 

sebagai sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan, 

untuk memperagakan berbagai aktivitas kehutanan yang 

berfungsi sebagai tempat pembelajaran dan penguatan 

kelembagaan kelompok masyarakat. 

 

Pasal 2 

(1) Maksud pedoman pemanfaatan Sarana dan Prasarana 

Penyuluhan kehutanan sebagai acuan dalam rangka 

pemenuhan Sarana dan Prasarana minimal Penyuluhan. 

(2) Tujuan pedoman pemanfaatan Sarana dan Prasarana 

Penyuluhan kehutanan untuk meningkatkan kinerja 

Penyuluh kehutanan dalam melaksanakan Penyuluhan 

yang efektif dan efisien. 

 

Pasal 3 

Ruang lingkup pedoman pemanfaatan Sarana dan Prasarana 

Penyuluhan kehutanan meliputi : 

a. Sarana dan Prasarana; 

b. pemanfaatan Sarana dan Prasarana; 

c. monitoring dan evaluasi; dan 

d. pembiayaan. 
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